
 
 

PERBEKEL DESA SIDAKARYA 

KECAMATAN DENPASAR SELATAN, KOTA DENPASAR 

 

PERATURAN PERBEKEL DESA SIDAKARYA 

NOMOR 02 TAHUN 2022 

 

T E N T A N G 

 

PENETAPAN DAFTAR KELUARGA PENERIMA 

BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DESA 
TAHUN ANGGARAN 2022 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

PERBEKEL DESA SIDAKARYA 

 

Menimbang  : a. bahwa untuk menjalankan ketentuan sebagaimana 

dimaksud pasal 33 ayat (3) Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang 

Pengalolaan Dana Desa.Maka pemerintah Desa 

perlu menetapkan Daftar Keluarga Penerima 

Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa 

Tahun Anggaran 2022 Desa Sidakarya, Kecamatan 

Denpasar Selatan, Kota Denpasar dengan 

Peraturan Perbekel; 

 

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Musyawarah Desa 

Khusus/Insedentil dalam rangka Validasi, 

Finalisasi dan Penetapan Keluarga Penerima 

Manfaat BLT Desa Tahun 2022 di Desa Sidakarya 

tanggal 17 Februari 2022; 

 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu 

menetapkan Peraturan Perbekel tentang Penerima 

Manfaat Bantuan Langsung Tunai ( BLT ) Desa 

Tahun Anggaran 2022; 

 
Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang 

Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II 

Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia 



Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3465); 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5495); 

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 

2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara 

dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk 

Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 

2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka 

Menghadapi Ancaman yang Membahayakan 

Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas 

Sistem Keuangan menjadi Undang- Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6485); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 6 tahun 2014 tentang Desasebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6231); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 

tentang  Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua 

atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 



tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5864); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 

2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

2094); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 

2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 

8. Peraturan Menteri  Desa, Pembangunan 

Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi 

Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 

tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa  

dan  Pemberdayaan  Masyarakat  Desa  

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 1633); 

9. Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan   

Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor  07  

Tahun  2021 tentang Prioritas Penggunaan 

Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 961); 

10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 

Nomor 190/PMK.07/2021 tentang  Pengelolaan  

Dana Desa; 

11. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 10 Tahun 

2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita 

Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 10); 

12. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 73 

Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan 

Peraturan di Desa (Berita Daerah Kota 

Denpasar Tahun 2020 Nomor 73); 

13. Peraturan Desa Sidakarya Nomor 06 Tahun 

2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan 

Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal 

Berskala Desa (Lembaran Desa Sidakarya 

Tahun 2019 Nomor 6); 

 



14. Peraturan Desa Sidakarya Nomor 01 Tahun 2020 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Desa Tahun 2019 - 2025; 

15. Peraturan Desa Sidakarya Nomor 08 Tahun 2021 

tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa Tahun 

Anggaran 2022; 

16. Peraturan Desa Sidakarya Nomor 09 Tahun 2021 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 

Tahun Anggaran 2022; 

 
   

  MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN PERBEKEL TENTANG PENETAPAN DAFTAR 

KELUARGA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI 

(BLT) DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2022. 

 

BAB I  

KETENTUAN 

UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Perbekel ini yang dimaksud 

dengan: 

1. Daerah adalah Kota Denpasar. 

2. Kecamatan adalah Kecamatan Denpasar 
Selatan 

3. Desa adalah Desa Sidakarya 

4. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut 

Pemerintah adalah Presiden Republik 

Indonesia yang memegang kekuasaan 

Pemerintahan negara Republik Indonesia yang 

dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri 

sebagaimana dimaksud dalam Undang- 

Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945. 

5. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah 

sebagai unsur penyelenggara pemerintahan 

daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 

pemerintahan yang terjadi kewenangan 

daerah otonom. 



6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang 

disebut dengan nama lain selanjutnya disebut 

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum 

yang memiliki batas wilayah yang berwenang 

untuk mengatur dan mengurus urusan 

pemerintahan, kepentingan masyarakat 

setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, 

hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang 

diakui dan dihormati dalam sistem 

pemerintahan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 

7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang 

dimiliki Desa meliputi

kewenangan di bidang 

penyelenggaraan Pemerintahan Desa, 

pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan 

Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan 

Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa 

masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat 

Desa. 

8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan 

urusan Pemerintahan dan kepentingan 

masyarakat setempat dalam sistem 

Pemerintahan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 

9. Pemerintah Desa adalah Perbekel dibantu 

Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Desa. 

10. Badan Permusyawaratan Desa yang 

selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga 

yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang 

anggotanya merupakan wakil dari penduduk 

Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan 

ditetapkan secara demokratis. 

11. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara 

Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah 

Desa, dan unsur masyarakat yang 

diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan 

Desa untuk menyepakati hal yang bersifat 

strategis. 



12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, 

adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa 

untuk jangka waktu 6 (enam) tahun. 

13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya 

disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari 

RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) 

tahun. 

14. Keuangan Desa adalah semua hak dan  

kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan 

uang serta segala sesuatu berupa uang dan 

barang yang berhubungan dengan 

pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. 

15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, 

selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana 

keuangan tahunan Pemerintahan Desa. 

16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah 

pilihan program dan/atau kegiatan yang 

didahulukan dan diutamakan daripada 

pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai 

dengan Dana Desa. 

17. Pandemi COVID-19 adalah bencana yang 

disebabkan oleh faktor nonalam yaitu Corona 

Virus Disease 2019 (COVID-19) yang 

mengancam dan mengganggu kehidupan dan 

penghidupan masyarakat Desa, sehingga 

mengakibatkan korban jiwa manusia serta 

dampak sosial, ekonomi, kesehatan  dan  

kejiwaan atau psikologis manusia. 

18. Desa Aman COVID-19 adalah kondisi 

kehidupan Desa yang tetap produktif di 

tengah Pandemi COVID- 19 dengan 

kedisiplinan warga menerapkan protokol 

kesehatan dengan menggunakan masker, 

menjaga jarak fisik, dan cuci tangan dengan 

sabun dan air mengalir. 

 

 

 

 



19. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah 

kegiatan pemberian bantuan langsung berupa 

dana tunai yang bersumber dari Dana Desa 

kepada keluarga penerima manfaat dengan 

kriteria yang disepakati dan diputuskan 

melalui musyawarah Desa. 

BAB II 

PENYALURAN 

Pasal 2 

1. Bantuan langsung tunai Desa pengangarannya ditetapkan 

paling sedikit 40% (empat puluh perseratus) dari total pagu 

Dana Desa tahun anggaran 2022; 

2. Penganggaran alokasi Bantuan Langsung Tunai Desa 

dianggarkan melalui Bidang Penanggulangan Bencana, 

Keadaan Mendesak, dan Keadaan Darurat sub Bidang 

Keadaan Darurat;  

3. Alokasi penganggaran sebagaimana dimaksud ayat (2) yaitu 

sebesar 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) selama 12 (Dua 

Belas) bulan kepada penerima manfaat Bantuan langsung 

tunai Desa;  

4. Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) 

dilaksanakan mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan 

paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus; 

5. Penerima manfaat BLT Desa ditetapkan dengan kriteria 

sebagai berikut :  

a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di 

Desa bersangkutan dan diprioritaskan untuk keluarga 

miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan 

ekstrem; 

b. Kehilangan mata pencaharian; 

c. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakin 

menahun/ kronis; 

d. Keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial lainnya 

yang terhenti baik yang bersumber dari APBD dan/atau 

dari APBN; 

e. Keluarga miskin yang terdampak pandemi Corona Virus 

Disease 2019 (COVID-19) dan belum menerima bantuan; 

atau 



f. Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal 

lanjut usia; 

6. Keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud ayat (4) 

ditetapkan melalui Peraturan Kepala Desa setelah 

mendapatkan diputuskan melalui Musyawarah Desa; 

7. Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana 

dimaksud ayat (4) merupakan petani, BLT Desa dapat 

digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk; 

8. Dalam hal terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa 

sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (5) meninggal dunia atau 

tidak memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat, Kepala 

Desa akan mengambil tindakan mengganti dengan keluarga 

penerima manfaat yang baru; 

Pasal 3 

Daftar Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala 

Desa ini.  

Pasal 4 

Dalam hal terdapat perubahan daftar keluarga penerima 

manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat (8) 

ditetapkan melalui Peraturan Kepala Desa dan diputuskan 

melalui musyawarah Desa. 

Pasal 5 

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Kepala Desa ini  dalam Berita Desa 

Sidakarya 

Ditetapkan di  : Sidakarya 

Pada tanggal   : 17 Februari 2022 
PERBEKEL DESA SIDAKARYA 

 
 

 

I WAYAN MADRAYASA 

Diundangkan di  : Sidakarya 

Pada   Tanggal : 17 Februari 2022 

SEKRETARIS DESA SIDAKARYA 

 

 

I WAYAN KARJANA 

Berita Desa Sidakarya Tahun 2022 Nomor 02 



 

 

 





 


